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Penelitian ini dilaksanakan di Kantor UPT Pengelolaan Pendapatan Kota Dumai
pada tanggal 23 Maret sampai 24 April 2022. Penulisan ini menjelaskan tentang
Prosedur Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Pajak Daerah
khususnya penerimaan PKB dan BBNKB berperan penting terhadap pertumbuhan
penerimaan daerah, karena setiap tahun terjadi peningkatan yang begitu pesat
terhadap penggunanya. Tujuan penulisan ini untuk mengetahui bagaimana
Prosedur Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan faktor - faktor yang
mempengaruhi. Penulisan ini menggunakan metode kualitatif dengan
pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Prosedur BBNKB
dimulai  dari wajib pajak datang ke kantor samsat dengan membawa persyaratan,
setelah itu wajib pajak mengisi formulir pendaftaran sembari menunggu petugas
untuk melakukan cek fisik kendaraan bermotor, kemudian wajib pajak melakukan
pendaftaran ke loket BBNKB dengan menyerahkan persyaratan. Lalu kendaraan
akan di cek ulang kepemilikan di loket progresif. Kemudian wajib pajak
mengambil STNK/ SKPD di loket pengesahan dan penyerahan STNK dan SKPD.
Faktor yang mempengaruhi nya yaitu, faktor pendukung nya tersedia nya fasilitas
dan sarana, faktor penghambat yaitu kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap
BBNKB, kurangnya kesadaran masyarakat dalam melaksanakan BBNKB.

Kata kunci: BBNKB, wajib pajak, prosedur BBNKB, Faktor yang
mempengaruhi pemunguta

ABSTRAK

PROSEDUR BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR 
(BBNKB) DI SAMSAT KOTA DUMAI
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ABSTRACK

PROCEDURE FOR COLLECTING DUTY ON NAME OF MOTOR
VEHICLES (BBNKB) AT DUMAI CITY SAMSAT OFFICE

NISHA WULANDARI
01970623400

This research was carried out at the Dumai City Revenue Management UPT
Office from March 23 to April 24, 2022. This paper describes the Procedure for
Transferring Motor Vehicles (BBNKB). Regional taxes, especially PKB and
BBNKB revenues, play an important role in the growth of regional revenues,
because every year there is a very rapid increase in users. The purpose of this
paper is to find out what the Procedure for the Transfer of Names for Motorized
Vehicles is and the factors that influence it. This writing uses qualitative methods
with data collection through interviews and documentation. The BBNKB
procedure starts with the taxpayer coming to the Samsat office with the
requirements, after that the taxpayer fills out the registration form while waiting
for the officer to do a physical check of the motor vehicle, then the taxpayer
registers at the BBNKB counter by submitting the requirements. Then the vehicle
will be rechecked for ownership at the progressive counter. Then the taxpayer
takes the STNK / SKPD at the validation counter and submits the STNK and
SKPD. The factors that influence it are, the supporting factors are the availability
of facilities and infrastructure, the inhibiting factor is the lack of public knowledge
about taxes and the lack of public awareness.

Keywords: BBNKB, taxpayers, BBNKB procedures, Factors influencing
collection
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BAB I

P ENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Indonesia adalah negara berkembang yang terdiri dari ribuan pulau

yang memiliki budaya beraneka ragam, lautan,dan sumber daya alam yang

melimpah. Perkembangan yang terjadi saat ini mendorong pemerintah untuk

melakukan perubahan di segala sector untuk meningkatkan pendapatan atau

kas negara untuk membiayai pembangunan. Untuk melakukan perubahan

tersebut maka di perlukannya dana yang sangat besar dan dana tersebut

berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran

Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Dan sebagian besar dana tersebut

berasal dari penerimaan pajak. Maka dari itu peranan pajak sangat penting

dalam kehidupan bernegara.

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang terbesar

yang bertujuan untuk meningkatkan pembangunan dan kemakmuran negara.

Pemberian sebagian harta kekayaan rakyat secara  wajib kepada negara

tanpa kontraprestasi tidak disebut perampokan atau perampasan harta

kekayaan rakyat oleh negara, hal ini karena rakyat dianggap sudah

menyetujui penarikan pajak itu sendiri. Tujuan dituangkannya

kebijaksanaan perpajakan itu kedalam bentuk Undang- Undang adalah agar

mengikat semua orang untuk mematuhinya dan tercipta keadilan dan

kepastian hukum dalam pelaksanaannya.
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Di Indonesia sistem pemungutan pajak yang digunakan disesuaikan

dengan sistem penyelenggaraan negara atau pemerintahan yang menganut

asas dekonsentrasi dan asas desentralisasi. Menurut The Liang Gie (1986:

45) yan dimaksud asas “ Dekonsentrasi” adalah pelimpahan wewenang dari

pemerintah pusat kepada pemerintah pusat atau instansi tingkat atas kepada

pejabat yang di daerah, sedangkan “Desentralisasi” pelimpahan wewenang

pemerintah pusat kepada satuan organisasi untuk menyelenggarakan

kepentingan setempat atau penduduk yang berada di suatu wilayah satu-

satuan organisasi pemerintahan, yang disebut “wilayah otonom”.

Pajak menurut Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang

perubahan empat atas Undang - Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang

Ketentuan Umum dan Tata Tertib Cara perpajakan pada pasa 1 ayat 1

berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh

orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-

Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan

untuk keperluan negara bagi sebesar besarnya kemakmuran rakyat

(Mardiasmo,2018).

Pengenaan pajak yang dibebankan oleh negara kepada masyarakat

ada dasar pengaturannya. Hal tersebut dilakukan agar masyarakat

mengetahui dan melaksanakan kewajibannya. Untuk pajak sendiri , dasar

pengaturannya ada pada UUD 1945 (termasuk UUD 1945 hasil

amandemen), undang- undang, keputusan Menteri keuangan sampai dengan
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surat edaran (SE) Dirjen Pajak dan sejenisnya.

Dasar hukum tertinggi pemungutan pajak ada pada UUD 1945.

Berdasarkan isi dari UUD 1945 tersebut dapat diambil kesimpulan semua

pemungutan pajak periode dari tahun 1945 sampai dengan sekarang masih

berlaku UUD 1945 tersebut (atau sampai dengan batas dikeluarkannuya

UUD 1945 hasil amandemen) pemungutan pajak harus berdasarkan

Undang- Undang.

Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang di gali dari

wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil

retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan dan

lain- lain pendapatan asli daerah yang sah.

Pajak daerah sangat berperan dalam pembangunan suatu daerah dalam

pembangunan suatu daerah yang dikarenakan pajak daerah merupakan

pendapatan asli daerah (PAD). Pendapatan asli daerah (PAD) yang berupa

pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pembiayaan

untuk meningkatkan pembangunan suatu daerah dalam mewujudkan

kesejahteraan masyarakat, sehingga daerah mampu melaksanakan otonomi

daerah. Salah satu pendapatan asli daerah yaitu pajak kendaraan bermotor

(PKB).

Berdasarkan pengertian Undang - undang tentang pajak daerah dan

retribusi daerah bahwa pajak kendaraan bermotor adalah pajak yang di

pungut atas kepemilikan dan penguasaan kendaraan bermotor, tidak
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termasuk kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor alat alat berat

dan alat- alat besar yang tidak digunakan untuk mengangkut orang atau

barang di jalan umum.

Pajak kendaraan bermotor sangat berperan penting bagi Pendapatan

Asli Daerah (PAD). Hal ini dikarenakan pada saat sekarang, tiap daerah

yang ada di Indonesia diharapkan agar dapat menghimpun dana sendiri

untuk pembiayaan di daerahnya masing- masing agar tidak ketergantungan

dana dari pemerintah pusat.

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Riau Nomor 8 Tahun 2011 pasal

14 tentang Dasar Pengenaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Dasar

Pengenaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah nilai jual

kendaraan bermotor. Nilai jual kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) diperoleh berdasarkan harga pasaran umum atas suatu

kendaraan bermotor.

Subjek pajak bea balik nama kendaraan bermotor adalah orang pribadi

atau badan yang dapat menerima penyerahan kendaraan bermotor baik

umum maupun bukan umum. Wajib pajak bea balik nama kendaraan

bermotor adalah orang pribadi atau badan yang menerima penyerahan

kendaraan bermotor baik umum maupun bukan umum.

Bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) untuk kendaraan

bermotor baru disebut BBNKB I, sedangkan untuk kendaraan bekas disebut

BBNKB II, BBNKB III, dan seterusnya. Berdasarkan Peraturan Pemerintah
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Nomor 2Prp.Tahun 1965, maka tarif BBNKB tersebut dinaikkan menjadi

20% untuk BBNKB II,III, dan seterusnya.

Dalam peraturan Menteri keuangan Republik Indonesia No.

7055/BUPP tanggal 13 januari 1960 diberikan kriteria tentang mobil

mewah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1968, maka

BBNKB diserahkan kepada daerah. Jadi sejak tahun 1968 BBNKB

merupakan pajak daerah tingkat I.

Peningkatan jumlah kendaraan bermotor yang saat ini berkembang

pesat, dapat dilihat berdasarkan data dari Kantor Samsat Kota Dumai yang

menunjukkan jumlah unit kendaran bermotor yang melakukan BBNKB

sejak tahun 2019-2021 sebanyak 29.331 unit kendaraan bermotor. Seiring

dengan pertambahan penduduk setiap tahun, menyebabkan meningkatnya

ketergantungan terhadap kebutuhan akan alat transportasi seperti kendaraan

bermotor baik roda empat maupun roda dua. Hal tersebut didukung pula

dengan berbagai kemudahan yang diberikan dealer dalam pembelian

kendaraan bermotor sehingga masyarakat tertarik untuk memilikinya dan

selera yang berubah-ubah seiring bergantinya zaman akan mengakibatkan

mudahnya terjadi perpindahan kepemilikan suatu kendaraan bermotor dan

memicu kepada pengenaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, serta

kurangnya tingkat pengetahuan tentang peraturan dan banyak yang

beranggapan bahwa prosedur dalam pembayaran Bea Balik Nama

Kendaraan Bermotor yang rumit dan memerlukan waktu lama. Sehubungan
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dengan hal tersebut.

Salah satu instansi pemerintah yang mempunyai kewenangan

dalamhal mengurusi surat-surat kelengkapan dan kepemilikan mengenai

kendaraanbermotor adalah kantor SAMSAT (Sistem Administrasi

Manunggal Satu Atap).Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap

(SAMSAT) atau dalam bahasa Inggrisone roof system adalah suatu sistem

administrasi yang dibentuk untukmemperlancar dan mempercepat

pelayanan kepentingan masyarakat yangkegiatannya diselenggarakan dalam

satu gedung.

Berdasarkan yang Penulis peroleh dari Kantor Samsat Kota Dumai

bahwasannya jumlah target dan realisasi pada tahun 2019-2021 sebagai

berikut:

Tabel 1.1
Jumlah Penerimaan Pajak BBNKB 1 di Kota Dumai

Tahun 2019- 2021

No Tahun Jenis Kendaraan Unit Realisasi

1 2019 Sepeda Motor 7611 Rp. 11.494.990.000

2 2020 Sepeda Motor 5770 Rp. 8.424.030.000

3 2021 Sepeda Motor 8487 Rp. 12. 639.572.000
Sumber Kantor UPT Kota Dumai Tahun 2019-2021

Berdasarkan tabel di atas dapat di simpulkan bahwa jumlah BBNKB I di

Kantor UPT kota Dumai pada tahun 2019 sepeda motor sejumlah 7611 dan

terealisasi sebesar Rp. 11.494.990.000, pada tahun 2020 jumlah BBNKB I jenis

kendaraan sepeda motor sejumlah 5770 dan terealisasi sebesar Rp. 8.424.030.000,

dan pada tahun 2021 jumlah BBNKB I jenis kendaraan sepeda motor sejumlah
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8487 dan terealisasi sebesar Rp. 12.639.572.000.

Berdasarkan data yang penulis peroleh dari Kantor Samsat Kota Dumai

bahwasannya untuk penerimaan pajak BBNKB II pada tahun 2019-2021 adalah

sebagai berikut:

Tabel 1.2
Jumlah Penerimaan Pajak BBNKB II di Kota Dumai

Tahun 2019-2021

Sumber Kantor UPT Kota Dumai Tahun 2019-2021

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa jumlah pajak

BBNKB II di Kantor UPT Kota Dumai pada tahun 2019 jenis kendaraan

sedan unit sejumlah 28 dan terealisasi sebesar Rp. 24.755.000, jeep unit

sejumlah 67 dan terealisasi sebesar Rp.119.750.500, minibus unit sejumlah

541 terealisasi Rp. 635.830.100, bus unit dan terealisasi nya 0, microbus

unit sejumlah 4 dan terealisasi Rp. 3.886.500, pick up unit sejumlah 105 dan

terealisasi Rp.112.388.000, truck unit sejumlah 86 dan terealisasi Rp.

158.232.000, sepeda motor unit sejumlah 1578 dan terealisasi sebesar Rp.

187.602.000.

Pada tahun 2020 jumlah pajak BBNKB II di Kantor UPT Kota Dumai

jenis kendaraan sedan unit sejumlah 37 dan terealisasi sebesar Rp.

39.389.250, jeep unit sejumlah 67 dan terealisasi sebesar Rp. 246.548.500,

NO
Jenis

Kendaraan
2019 2020 2021

Unit Realisasi Unit Realisasi Unit Realisasi

1. Sedan 28 Rp. 24.755.000 37 Rp. 39.389.250 31 Rp. 32.081.500
2 Jeep 67 Rp. 119.750.500 115 Rp. 246.548.500 101 Rp. 258.416.500
3 Minibus 541 Rp. 635.830.100 681 Rp. 659.658.325 622 Rp. 797.098.860
4 Bus 0 - 1 Rp. 955.000 2 Rp. 849.000
5 Microbus 4 Rp. 3.886.500 6 Rp. 5.564.000 5 Rp. 7.346.000
6 Pick Up 105 Rp. 112.388.000 105 Rp. 94.645.000 90 Rp. 115.741.500
7 Truck 86 Rp. 158.232.000 83 Rp. 130.502.250 119 Rp. 237.473.500
8 Sepeda Motor 1578 Rp. 187.602.000 1705 Rp. 163.556.500 1351 Rp. 170.210.500

Total 2409 Rp. 1.242.444.100 2733 Rp. 1.340.818.825 2.321 Rp. 1.619.217.360
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minibus unit sejumlah 541 dan terealisasi sebesar Rp. 659.658.325, bus unit

sejumlah 1 dan terealisasi Rp. 955.000, microbus unit sejumlah 6 dan

terealisasi Rp. 5.564.000, pick up unit sejumlah 105 dan terealisasi sebesar

Rp. 94.645.000, truck unit sejumlah 83 dan terealisasi Rp. 130.502.250,

sepeda motor unit sejumlah 1351 dan terealisasi Rp. 170.210.500.

Pada tahun 2021 jumlah pajak BBNKB II di Kantor UPT Kota Dumai

jenis kendaraan sedan sejumlah 31 dan terealisasi sebesar Rp. 32.081.500,

jeep unit sejumlah 101 dan terealisasi Rp. 258.416.500, minibus unit

sejumlah 622 dan terealisasi Rp. 797.098.860, bus unit sejumlah 2 dan

terealisasi sebesar Rp. 849.000, microbus unit sejumlah 5 dan terealisasi Rp.

7.346.000, pick up unit sejumlah 90 dan terealisasi sebesar Rp. 115.741.500,

truck unit sejumlah 119 dan terealisasi sebesar RP. 237.473.500, sepeda

motor unit sejumlah 1351 dan terealisasi sebesar Rp. 170.210.500.

Berdasarkan yang Penulis peroleh dari Kantor Samsat Kota Dumai

bahwasannya jumlah target dan realisasi pada tahun 2019-2021 sebagai

berikut:

Tabel 1.3
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Bea Balik Nama

Kendaraan Bermotor di Kota Dumai
Tahun 2019-2021

No Tahun Target Realisasi

1 2019 Rp. 14.774.709.745,31 Rp. 12.737.434.100

2 2022 Rp. 12.398.816.663,36 Rp. 9.764.848.825

3 2021 Rp. 12.665.969.220 Rp. 14.258.789.360
Sumber: Kantor UPT kota Dumai Tahun 2019-2021
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Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2019,2020,2021

target penerimaan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) di

kantor UPT Kota Dumai mengalami kenaikan dan penurunan , begitu juga

dengan realisasi penerimaan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

(BBNKB) mengalami kenaikan dan penurunan. Pada table diatas di jelaskan

bahwa pada tahun 2019 realisasi sebesar Rp. 12.737.434.100 dari target

14.774.709.745,31 dan pada tahun 2020 mengalami penurunan Rp.

9.764.848.825 dari target Rp. 12.398.816.663,36, Pada tahun 2021

mengalami kenaikan Rp 14.258.789.360 dari target Rp. 12.665.969.220

Dari uraian yang dikemukakan di atas, penulis tertarik untuk

melakukan sebuah penelitian kasus dan permasalahan yang dihadapi dalam

penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) maka dari itu

penulis mengambil tugas akhir dengan judul “PROSEDUR BEA BALIK

NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB) DI KANTOR

SAMSAT KOTA DUMAI”.

1.2.Rumusan Masalah

1. Bagaimana prosedur pemungutan bea balik nama kendaraan

bermotor di Kantor Samsat Kota Dumai?

2. Apa faktor yang mempengaruhi dalam pembayaran bea balik nama

kendaraan bermotor di Kantor Samsat Kota Dumai?

1.3.Tujuan Penelitian
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1. Untuk mengetahui prosedur pemungutan bea balik nama kendaraan

bermotor di Kantor Samsat Kota Dumai.

2. Untuk mengetahui faktor- faktor yang mempengaruhi prosedur

pemungutan bea balik nama kendaraan bermotor di Kantor Samsat

Kota Dumai.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dalam penelitian ini bermanfaat untuk menambah

wawasan dan juga pengetahuan kepada mahasiswa dan peneliti

selanjutnya yang ingin meneliti tentang Prosedur Bea Balik Nama

Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan juga untuk menerapkan teori –

teori yang penulis telah dapatkan selama masa perkuliahan di Fakultas

Ekonomi dan Ilmu Sosial.

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis, penulisan ini diharapkan dapat bermanfaat bagi

pemerintah maupun pihak – pihak yang berkepentingan, dan terkhusus

bagi Kantor UPT pengelolaan pendapatan Kota Dumai dalam

meningkatkan pelayanannya melalui Kantor Samsat Kota Dumai, serta

sosialisasi terhadap masyarakat.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1. Analisis Data
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Penulis menganalisis data dengan menggunakan penjelasan

bersifat kualitatif, karena penelitian ini bertujuan untuk

mengungkapkan suatu fakta maupun peristiwa dan memberikan

gambaran secara objektif tentang keadaan atau permasalahan yang

dihadapi.

1.5.2. Lokasi Penelitian

Tempat pelaksanaan penelitian ini dilakukan di kantor UPT

kota Dumai jalan Sultan Syarif Kasim, Bintan, Kec. Dumai Kota,

Kota Dumai, Riau 28826

1.5.3. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah wajib pajak khususnya

masyarakat yang akan melakukan pengurusan Pajak Bea Balik

Nama Kendaraan Bermotor sedangkan objek penelitian ini adalah

Tata Cara Pemungutan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan

Bermotor di Kantor Samsat Kota Dumai.

1.5.4. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan bulan maret sampai dengan bulan April

2022

1.5.5. Sumber Data dan jenis data

a. Data primer yaitu data diperoleh secara langsung dari sumbernya

melalui wawancara dengan pihak kantor UPT khususnya kasi

penerimaan pajak di Kantor Samsat Kota Dumai.
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b. data sekunder yaitu data yang diperoleh  secara tidak langsung dari

subjek penelitian,  data yang di peroleh dalam bentuk

laporan,catatan, dokumen melalui kantor UPT dan berbagai

sumber.

1.5.6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah:

a. Metode Wawancara Metode wawancara yaitu metode yang

dilakukan dengan cara tanya jawab kepada karyawan atau staf

kantor UPT kota Dumai, khusus nya kepada bagian Kasi

Penerimaan untuk mendapatkan informasi yang bermanfaat dan

relevan.

b. Dokumentasi yaitu pengumpulan data melalui pengumpulan bahan-

bahan tertulis berupa buku-buku, data yang diporel dan laporan

yang relevan dengan objek penelitian untuk mendukung data yang

sudah ada.

1.6 Sistematika Penulisan

Tugas Akhir ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai
berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan

dan manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika

penulisan

BAB II GAMBARAN UMUM KANTOR UPT KOTA DUMAI
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bab ini berisikan penjelasan tentang sejarah singkat kantor UPT

kota Dumai, struktur organisasi instansi , uraian tugas kantor UPT

kota Dumai, visi dan misi Kantor UPT Dumai.

BAB III TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK

Bab ini berisikan pengertian pajak, teori yang mendukung

pemungutan pajak, syarat pemungutan pajak, sistem pemungutan

pajak, jenis pajak, asas pemungutan pajak, pengertian pajak daerah,

pengertian Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), jenis-jenis

Kendaraan Bermotor, pengertian Pajak Bea Balik Nama Kendaraan

Bermotor (BBNKB), persyaratan BBNKB yang harus dipenuhi,

mekanisme dan prosedur BBNKB, objek PKB dan BBNKB, subjek

PKB dan BBNKB, jenis warna Tanda Nomor Kendaraan Bermotor

(TNKB), biaya atau tarif PKB, biaya atau tarif BBNKB, pajak

menurut islam, skema Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

(BBNKB), tinjauan praktek, upaya yang dilakukan kantor UPT

kota Dumai dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dalam taat

perpajakan, hambatan-hambatan yang ditemui di Kantor UPT kota

Dumai dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam

membayar pajak, tabel perbandingan teori & praktek pada kantor

samsat kota Dumai.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini menguraikan hasil penelitian serta membuat
kesimpulan dan saran.
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BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1. Sejarah Singkat Kantor UPT Dumai

Dinas pendapatan Provinsi Riau di bentuk berdasarkan suarat Gubernur

Riau Nomor : KPTS 29/1/1974 Tanggal 13 Januari 1974 tentang

Pembentukan Dinas Pajak dan Pendapatan Provinsi Riau.

Kemudian sejalan dengan perkembangan keadaan dan untuk

meningkatkan penyelenggaraan pungutan daerah serta dalam rangka

pelaksanaan pasal 49 ayat (2) Undang- Undang  Nomor 5 Tahun 1974

Tentang Pokok - Pokok Pemerintahan di Daerah, Maka diTetapkan

Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan

Provinsi Riau.

Dengan adanya Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1979 Yang di Sahkan

oleh Menteri Dalam Negri dengan Surat Keputusan Nomor :

PEM.061.341.2/127 Tanggal 12 April 1980, dengan BerpedomanKepada

Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : KUP 7/7/39-29 Tanggal

31 Maret 1978 dan Pelaksanaannya Diatur Dalam Surat Keputusan

Gubernur Tingkat I Riau Nomor : KPTS.286/XI/1980 Tanggal 27

November 1980.

Dinas pendapatan Provinsi Riau adalah dinas yang menjadi aparat

pelaksanaan pemerintah daerah sebagaimana yang telah di tetapkan dalam

pasal 49 Ayat (1) Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-

14
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Pokok Pemerintahan di Daerah.

Unit Pelayanan Teknis dan Pos Pelayanan Teknis mempunyai fungsi,

yaitu:

1. Melaksanakan kegiatan operasional pemungutan pajak

2. Melaksanakan Pemungutan Pajak Kendaraan bermotor (PKB) dikantor

Bersama samsat

3. Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian

4. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan

5. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait pada kantor Bersama

samsat

6. Menyiapkan Surat Pemberitahuan (SPT) pajak daerah

7. Melaksanakan penetapan pajak

8. Menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)

9. Merencanakan penerimaan pajak

10. Melaksanakan tugas- tugas ketatausahaan

11. Menyusun laporan data objek dan penetapan pajak daerah

12. Menerima dan menghimpun tunggakan penetapan pajak daerah sebagai

bahan untuk melakukan penagihan

13. Menerima, membukukan, dan menindaklanjuti surat teguran, surat

ketetapan pajak daerah
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14. Melakukan pengecekan dilapangan terkait dengan permohonan keberatan

dan penghapusan penetapan pajak daerah dan laporan pengaduan

masyarakat

15. Menyusun laporan penerimaan kas dan mengirimkan ke KPPD

16. Menyusun laporan tunggakan dan pencairan tunggakan pajak daerah

17. Melaksanakan pelayanan masyarakat

18. Melaksanakan tugas- tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor

Pelayanan Pajak Daerah (KPPD)

SAMSAT (Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap) merupakan

instansi pemerintah yang bertugas mengurus segala keperluan masyarakat

yang berkaitan dengan surat surat kendaraan bermotor dan pemakaian

jalan raya. Dalam pelaksanaan tugas tersebut, SAMSAT bekerja sama

dengan kepolisian dan Jasa Raharja, dan Pemerintah Provinsi. Konsep

pelayanan satu atap ini sesuai dengan PP No. 96 tahun 2012 tentang

pelaksanaan UU No. 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik  yaitu pada

pasal 14 ayat 2 huruf b menyatakan bahwa Sistem Pelayanan terpadu

secara fisik dapat dilaksanakan melalui sistem pelayanan terpadu satu atap.

Untuk itu jelas bahwa samsat tidak dapat melepas diri dari kegiat an

pelayanan publik.

Maka sama hal nya dengan Samsat Kota Dumai. Sebagai salah satu

instansi pemerintah, Samsat Kota Dumai dituntut untuk melaksanakan

tugasnya sebagai aparatur negara dalam UU No. 25 Tahun 2009 yaitu
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melaksanakan pelayanan publik.Unit Pelayanan Teknis Kota Dumai wajib

memberikan performa terbaik untuk mendukung kelancaran proses

pemungutan pajak dari masyarakat dalam hal  ini  disebut wajib pajak.

2.2 Struktur Organisasi Instansi

Pada peraturan Gubernur Riau Nomor 79 Tahun 2017 pasal (4) menyebutkan

susunan organisasi UPT Pengelolaan Pendapatan, salah satunya susunan

organisasi UPT Pengelolaan Pendapatan Kota Dumai terdiri atas :

a. Kepala UPT

b. Subbagian Tata Usaha

c. Seksi Penerimaan

d. Seksi Penagihan ;dan

e. Kelompok Jabatan Fungsional

Pada peraturan Gubernur Riau pasal (1) UPT dibedakan dalam 2 (dua)

klasifikasi, yaitu:

a. UPT kelas A untuk mewadahi beban kerja yang besar

b. UPT kelas B untuk mewadahi beban kerja kecil

Pada  pasal (2) tersebut juga di jelaskan bahwa UPT Pengelolaan Pendapatan

kota Dumai, kelas A. UPT pengelolaan pendapatan Daerah kelas A mempunyai

tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan

teknis penunjang Badan Pendapatan Daerah kelas A di bidang pekerjaan

umum.
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Untuk melaksanakan tugas, pengelolaan Pendapatan Daerah kelas A

menyelenggarakan fungsi:

a. Penyelenggaraan perencanaan dan pelaksanaan tugas pada Subbagian Tata

Usaha dan Seksi Pengelolaan Peralatan

b. Penyelenggaraan koordinasi fasilitas dalam rangka penyelenggaraan tugas

dan fungsi pada Subbagian Tata Usaha dan Seksi Pengelolaan Peralatan

c. Penyelenggaraan pemantauan , evaluasi dan pelaporan dalam rangka

penyelenggaraan tugas pada Subbagian Tata Usaha dan Seksi Pengelolaan

Peralatan

d. Pengelolaan dan Pemeliharaan Peralatan Konstruksi

e. Pengadaan dan Pengembangan Peralatan Konstruksi

f. Pelayanan Pengembangan Penggunaan Peralatan Konstruksi

g. Pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan Kepala Badan terkait tugas dan

fungsi nya

Gambar 2.1
Struktur Organisasi  Kantor UPT Pengelolaan Pendapatan

Kota Dumai

Sumber : Kantor Samsat Kota Dumai Tahun 2022

2.3 Uraian Tugas Kantor UPT Dumai

Dari bagan susunan organisasi UPT/SAMSAT pengelolaan pendapatan kota

KEPALA UPT PENGELOLAAN
PENDAPATAN KOTA DUMAI

RUDI, SE,M.IP

KASI PENERIMAAN
WATTY GERISSITA,S.Sos

KASSUBAG TU
MERIKA FEBRIDA, SE

KASI PENAGIHAN
M. GILANG SATRIA,S.STP
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Dumai pada peraturan Gubernur Riau Nomor 79 Tahun 2017 tentang

Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi

Riau, sebagai berikut:

1. Kepala UPT

a. Penyusunan program kerja dan rencana operasional pada UPT

Pengelolaan Pendapatan Daerah kelas A

b. Penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitas dan memeriksa hasil

pelaksanaan tugas di lingkungan UPT  Pengelolaan Pendapatan Daerah

kelas A

c. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan

tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala

Badan ; dan

d. Pelaksanaan tugas koordinasi lain yang diberikan Kepala Badan sesuai

tugas dan fungsinya

2. Kepala Subbagian Tata Usaha

a. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbagian

Tata Usaha

b. Membagi tugas , memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan

tugas bawahan di lingkungan Subbagian Tata Usaha

c. Melaksanakan koordinasi penyusunan Standar Operasional Prosedur

d. Mengagendakan dan mendistribusi surat menyurat

e. Melaksanakan fasilitas administrasi kepegawaian, administrasi

keuangan, penatausahaan dan pelayanan masyarakat
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f. Melaksanakan koordinasi penyusunan Analisa jabatan, Analisa beban

kerja, peta jabatan, proyeksi kebutuhan pegawai, standar kompetensi,

dan evaluasi jabatan

g. Melaksanakan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi

h. Melaksanakan penyusunan kebutuhan, pemeliharaan sarana dan

prasarana kantor, kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban

kantor

i. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan

tugas dan kegiatan pada Subbagian Tata Usaha

j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas

dan fungsinya

3. Kepala Seksi Penerimaan

a. Merencanakan program/ kegiatan dan penganggaran pada seksi

penerimaan

b. Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan

tugas bawahan di lingkungan seksi penerimaan

c. Menyusun petunjuk teknis standar pelayanan penggunaan pendapatan

d. Melakukan pengelolaan dan pemeliharaan pendapatan

e. Melakukan pengadaan dan pengembangan penggunaan pendapatan

f. Melakukan pelayanan pengembangan penggunaan pendapatan

g. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan

tugas dan kegiatan pada seksi penerimaan ; dan
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h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas

dan fungsinya

i. Memberikan saran pertimbangan kepada kepala UPT tentang langkah-

langkah atau tindakan yang perlu diambil baik secara lisan maupun

tertulis sebagai alternative pilihan dalam pengambilan keputusan

4. Kepala Seksi Penagihan

a. Merencanakan program/ kegiatan dan penganggaran pada seksi

penagihan

b. Membagi tugas, memberi petunjuk dan memberikan hasil pelaksanaan

tugas bawahan di lingkungan seksi penagihan

c. Menyusun petunjuk teknis standar pelayanan penggunaan pendapatan

d. Melakukan pengelolaan dan pemeliharaan pendapatan

e. Melakukan pengadaan dan pengembangan pendapatan

f. Melakukan pelayanan pengembangan penggunaan pendapatan

g. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan

tugas dan kegiatan pada seksi penagihan; dan

h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas

dan fungsinya.

2.4 Visi dan Misi  Kantor UPT Dumai

a. Visi :

“ Terwujudnya Pendapatan Asli Daerah Sebagai Pendukung Utama

Kelancaran Roda Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Riau Secara

Profesional”
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b. Misi:

Untuk mewujudkan dan merealisasikan Visi yang telah disepakati, maka

ditetapkan misi badan pendapatan Provinsi Riau yang terdiri dari tiga misi

utama, antara lain:

1. Meningkatkan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan asli daerah

secara optimal

2. Menyelenggarakan dan meningkatkan pelayanan public secara

professional

3. Memperoleh Dana Perimbangan secara adil sesuai dengan potensi yang

dimiliki
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BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan permasalahan yang penulis uraikan pada bab sebelum nya, maka

penulis dapat memberikan beberapa kesimpulan yang berkaitan dengan Pajak Bea

Balik Nama Kendaraan Bermotor pada kantor UPT Kota Dumai, yaitu:

1. prosedur pemungutan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) yaitu

yang pertama wajib pajak datang ke kantor samsat kota dumai untuk

melakukan pengecekan fisik kendaraan bermotor yaitu dengan mengecek

nomor rangka dan mesin kendaraan bermotor selagi kendaraan bermotor

dilakukan pengecekan fisik wajib pajak diberikan formulir persyaratan yang

harus di isi oleh wajib pajak, setelah selesai dilakukannya pengecekan fisik

dan mengisi formulir maka wajib pajak di sarankan untuk ke loket BBNKB

untuk melakukan pendaftaran dan menyerah kan formulir beserta

persyaratan bea balik nama kendaraan bermotor. Setelah itu menyerahkan

formulir tadi wajib pajak akan di panggil untuk melakukan pembayaran di

loket pembayaran dan akan mendapatkan resi setelah itu kendaraan akan di

cek ulang kepemilikannya di loket progresif, kemudian wajib pajak akan

menunggu sampai proses selesai dan di panggil untuk pengambilan

STNK/SKPD di loket pengesahan dan penyerahan STNK/SKPD.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi prosedur Bea Balik Nama Kendaraan

Bermotor (BBNKB) di Kota Dumai adalah sebagai berikut :
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a. Hal- hal pendorong dalam Prosedur Bea Balik Nama kendaraan

Bermotor

1. Kesadaran wajib pajak dalam mematuhi peraturan daerah yang telah

di tetapkan akan pentingnya membayar pajak terkhusus nya Bea

Balik Nama Kendaraan Bermotor

2. Adanya fasilitas yang disediakan oleh kantor samsat

3. Kualitas pelayanan yang bagus

b. Hal-hal penghambat dalam prosedur Bea Balik Nama Kendaraan

Bermotor (BBNKB) di Kota Dumai sebagai berikut :

1. Tidak lengkap nya berkas- berkas persyaratan yang dibawa oleh wajib

pajak

2. Kurangnya pengetahuan wajib pajak terhadap pemungutan pajak salah

satunya dalam hal Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)

3. Terkadang terjadi kerusakan pada alat penunjang sarana dan prasarana

4. Kurangnya kesadaran masyarakat atas kewajiban perpajakannya

4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis memberi beberapa saran yang

mungkin dapat memberikan masukan untuk untuk instansi perpajakan, antara lain:

1. Agar dapat meningkatkan pelaksanaan kegiatan penyuluhan/ sosialisasi

baik itu secara langsung maupun melalui media cetak dan media sosial

untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pengetahuan

perpajakan terutama mengenai Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
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2. Meningkatkan kinerja aparatur pajak dalam memberikan pelayanan yang

baik kepada masyarakat dalam proses pembayaran pajak.

Sebaiknya dilakukan pengecekan secara rutin terhadap alat penunjang

sarana dan prasarana agar pelayanan menjadi lebih baik

3. Diharapkan kedepannya meningkatkan pengawasan terhadap pengelolaan

Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

4. Bagi penulis selanjutnya diharapkan agar dapat melakukan penelitian

lebih teliti, akurat, baik itu dari data yang diperoleh maupun variable

yang diperoleh yang dapat mempengaruhi potensi penerimaan Pajak

Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Kota Dumai.
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PEDOMAN WAWANCARA

Nama Informasi :

Jabatan/ Pekerjaan :

Tanggal Wawancara :

1. Bagaimana sistem, mekanisme, dan prosedur pelayanan bea balik nama

dikantor UPT?

2. Apa saja persyaratan yang harus di penuhi dalam pengurusan pajak bea

balik nama kendaraan bermotor dikantor UPT kota Dumai?

3. Berapa biaya/tarif yang perlu dikeluarkan wajib pajak dalam membayar

pajak bea balik nama kendaraan bermotor?

4. Apa dasar hukum yang digunakan kantor UPT yang digunakan dalam

membayar pajak bea balik nama?

5. Apa saja sarana, prasarana/ fasilitas yang diberikan dikantor UPT ini pak?

(baik itu untuk perangkat kerja maupun fasilitas untuk masyarakat)?

6. Apa saja faktor yang mendukung dan menghambat dalam pelaksanaan

pemungutan pajak bea balik nama kendaraan bermotor (faktor sarana atau

fasilitas dan faktor penegak hukumnya)



DATA YANG AKAN DIMINTA

1. Sejarah berdirinya kantor samsat/UPT

2. Visi dan misi kantor samsat/UPT kota dumai

3. Struktur organisasi dan mekanisme kerja dikantor samsat/UPT kota dumai

4. Loket pelayanan pada kantor samsat kota dumai

5. Pelayanan BBNKB (alur prosedur pelayanan BBNKB)

6. Persyaratan administratif(misalnya indentitas nya)

7. Subjek dan objek bea balik nama kendaraan bermotor pada kantor UPT

kota Dumai

8. Jumlah penerimaan BBNKB dan PKB pada kantor UPT kota dumai

- Realisasi bea balik nama kendaraan bermotor tahun 2019,2020,2021

(BBNKB 1&2, target, realisasi)

- BBNKB 1  (jenis kendaraan bermotor, jumlah, NJKB,bobot, tarif,

total)

- BBNKB II ( jenis kendaraan bermotor, jumlah, NJKB, bobot, tarif,

total)

- Wajib pajak (WP) yang telah melakukan BBNKB ditahun

2019,2020,2021 (nama, jenis kendaraan, BBNKB II, pendaftaran

BBNKB, keterangan)

-

9. Faktor yang berpengaruh pada pelaksanaan BBNKB pada kantor UPT

dikota Dumai

10. Sampel bea balik nama kendaraan bermotor pada kantor samsat kota
Dumai (sebelum balik nama dan sesudah balik nama)
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